
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Bombana Tahun 201 7-2022 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Peru bahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat ( 1) dan 
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Bombana 
berpedoman pada RPJMD; 

Menimbang 

BUPATI BOMBANA, 

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANATAHUN 2017-2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA 
PROVlNSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR 3(, TAHUN 2020 

TENT ANG 



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, 
Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
560 l); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kabupaten/ 
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1906); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Bombana. 
4. Bupati adalah Bupati Bombana. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bombana. 

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 
satu pintu. 

9. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bombana. 

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri mau pun penanam modal asing un tuk 
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bombana Tahun 2013-2033; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2016 Nomor 3 }; 

27 Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana. 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 
2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022 

Menetapkan 



11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan 
akses dan kualitas pelayanan pu blik dan daya saing Daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
yang merupakan penjabaran Visi Misi dan Program Bupati Bombana dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dokumen 
perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun. 

15. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen 
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 
(satu) tahun, 

16. Strategis adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 

1 7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

18. Arab kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
daerab/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiyaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

20. Rencana Tata Ruang Wilayab yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil 
perencanaan tata ruang yang meru pakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 
ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS 
adalah rangkaian analisis yang sisternatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 
rencana, dan/atau program. 

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya 
terse but. 

23. Keluaran (outpu~ adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan 
program dan kebijakan. 

24. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran 
strategis dan tujuan telah ditetapkan. 



(4) Isi beserta uraian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pin tu Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

4 .1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bombana 

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
: KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 
:PENUTUP 

BAB V 
BAB VI 
BAB VII 
BAB VIII 

BAB IV 

(1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat ( 1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang disusun 
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 

(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, 
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 
Sadan Koordinasi Penanaman Modal dan Rencana Strategis Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi untuk tercapainya sasaran 
pembangunan nasional dan provinsi 

(3) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 
1.2 Landasan H ukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP 
2.2 Sumber Daya DPMPTSP 
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP 
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

DPMPTSP 
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

: TUJUAN DAN SASARAN 

BAB III 
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DPMPTSP 

Pasal 3 

(1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD 
Tahun 2017-2022. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pedoman dalam 
penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bombana. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA DPMPTSP 

Pasal 2 
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DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KAB. BOMBANA 
TAHUN 2017-2022 

RENCANA STRATEGIS 
(RENSTRA) 



2020 Rumbia, 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas Limpahan Rahmat dan 
Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan dengan 
baik. 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 dengan tujuan "Mewujudkan Tata Ketola Pemerintahan 
Yang Efektif~ dengan Cara Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang 
Profesional Sehingga Bisa Menjadi Pelayan Masyarakat ", maka 
sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bombana disusun RENSTRA 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dan memuat uraian Visi, 
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dengan 
memperhatikan tugas pokok dan fungsi dinas yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Selanjutnya 
untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut 
diharapkan masing-masing komponen lingkup Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dapat 
menyelaraskan · potensi dan peluang, serta kendala - kendala yang 
dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam 
penjabaran APBD Kabupaten Bombana pada kurun waktu setiap 
tahunnya. 

Selain itu pula dapat dipergunakan untuk pengukuran, 
penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai tolak ukur pelaporan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

KATA PENGANTAR 



D 

H. TAFDIL, E., MM 
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2020 Rumbia, 

2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh rnasing 
masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, 
sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga 
konsistensi antara RPJMD, RENSTRA OPD, RENJA OPD, 
RKA/RKPA dan DPA/DPPA. 

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program 
kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bombana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 
O PD diperlukan adanya: 

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan 
antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan 
permasalahan lebih cepat dan tepat waktu; 

2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan 
kegiatan pada masing - masing bidang sebagaimana yang 
sudah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bombana. 
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4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. 

Bombana . 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

l3J\l3 1\1' 1'tJ.JtJAN DJ\li ~J\~J\~ . 



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi DPMPTSP . 

3.2 Jelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Dae rah Terpilih .. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra . 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian 

Lingkungan Hidup Strategis . 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis . 

DAERAJ-1 , , . 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sadan 

Keuangan Daerah . 

2.2 Sumber Daya Dinas PM dan PTSP . 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PM dan PTSP . 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Dinas PM dan PTSP . 

BAB III PERMASALAIIAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

BOMBANA . 

KATA PENGANTAR . 

DAFTAR ISi . 

BAB I PENDAIIULUAN . 

1. 1 La tar Belakang . 

1.2 Landasan Hukum . 

1.3 Maksud dan Tujuan . 

1.4 Sistematika Penulisan .. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. 

DAFTARISI 



-D 

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang 
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah "melindungi 
segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia". Untuk merealisasikannya diperlukan 
perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas 
waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 
Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRAOPD), 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana 
Kerja (RENJA). 

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demikratis, 
desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan 
pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem 
akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya 
Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian 
pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam 
kurun waktu lima tahun kedepan. 

Penyusunan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana 
merupakan tolak ukur dalam melaksanakan 
program/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan 
(2017 s.d. 2022). Hal tersebut dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang 
dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana. 

Adapun Penyusunan Renstra OPD Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bombana Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMD 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan 
memperhatikan keterkaitan antara program/kegiatan yang 
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1.1. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 
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Sehubungan hal tersebut diatas, guna memenuhi 
ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan 
nasional maupun daerah, perlu disusun rangkaian dokumen 
perencanaan pembangunan yaitu: 
1. RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, 
misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan 
digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada 
setiap 5 tahun sekali; 

2. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah 
yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa 
kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis 
lingkungan internal dan ekseternal, arah kebijakan, 
strategi serta indikasi rencana program lima tahunan; 

3. Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis 
RPJMD bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat 
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan 

Kabupaten Bombana, maka dengan demikian dapat tercapai 
tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang 
akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 
Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang 
disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang 
berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta 
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan 
partisipasi masyarakat. 

Setiap Orgasasi Perangkat Daerah diharuskan 
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan 
tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, 
tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan 
kegiatan. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah pada point pasal 272 dan pasal 273, 
pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah 
untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 
5 tahun dan RKPD sebagai rencana tahunan. 
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Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 adalah sebagai 
berikut: 
a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1.2. Landasan Hukum 

tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan 
bersifat indikatif; 

4. Renja OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang 
merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan 
memuat rencana kegiatan pembangunan tahun 
beriku tnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan 
kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat 
indikatif; 

5. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan 
atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan 
bahan utama Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai 
dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat tiga alasan 
mengapa perencanaan strategis itu penting bagi 
organisasi, yaitu: 

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam 
semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil; 

2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan 
mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya; 

3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam 
pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan 
dalam organisasi. 
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c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

d. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

e. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
4815); 

J. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan lembaran Republik Indonesia 
4817); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Peru bahan atas Pera tu ran Pemerintah N omor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur 
sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi; 
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r. Tahun 
Panjang 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025; 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahum 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3); 

t. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana. 

L Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, Tambahan Lembaran 
Repu blik Indonesia 4833); 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
13 Tahun 2006; 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 
Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2005-2025 ; 

q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 
Tahun 20 .. tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2013-2018; 
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c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan 
efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program 
kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana 
Tahun Anggaran 2018 

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan 
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Kabupaten 
Bombana Tahun Anggaran 2018; 

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan 
kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran; 

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya 
keuangan; Sedangkan, tujuannya adalah : 

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran; 

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi 
dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan 
program; 

kebijakan antara a. Meningkatakan konsistensi 
dengan pelaksanaan; 

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018 antara lain: 

1.3. Maksud dan Tujuan 
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PERANGKAT DAERAH 

STRATEGIS ISU-ISU DAN Bab III. PERMASALAHAN 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan 
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; 

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KAB. BOMBANA 

Bab I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Pen ulisan 

Bab II. GAMBARAN PELA YANAN DINAS PEN AN AMAN 

1.4. Sistematika Penulisan 
Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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Bab VIII. PENUTUP 

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab V. 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

TUJUAN DAN SASARAN Bab IV. 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentras; 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih; 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; 
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Tahun 2018 seiring dengan pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
mengalami peningkatan status dengan terbentuknya Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan 
status terse but seiring dengan penambahan kewenangan urusan 
penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana terdiri dari 
Kepala Dinas, yang membawahi : 

1. Sekretaris; 
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal; 
3. Kepala Bi dang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal; 
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 
Layanan. 

Sekretaris Dinas membawahi : 
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal membawahi : 
1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 
2. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana 

BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA 



Sesuai pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
administrasi dibidang perizinan secara terpad u dengan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan 
kepastian. 

1. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana, merupakan unsur Pelaksana Lembaga 
Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah. 

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha 
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 
Informasi dan Promosi Penanaman Modal membawahi : 
1. Kepala Seksi Pernantauan, Pengawasan, dan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal 
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 
3. Kepala Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan 

Prasarana Promosi Penanaman Modal. 
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
membawahi: 
1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
2. Kepala Seksi Pengad uan dan Informasi Layanan 
3. Kepala Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan 

Peningkatan Layanan 
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a. Kepala Dinas; 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak 
berkaitan dengan pelayanan dasar atas pelayanan terpadu satu 
pintu di bidang penanaman modal sesuai kewenangannya, dan 
melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan 
pemerintah kepada Bupati. 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana tersebut adalah sebagai berikut: 

e, Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas pokok se bagaimana dimaksud 
di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bombana mempunyai fungsi : 

a. Perumusan ke bijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah terhadap Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di bidang Penanaman Modal; 

c. Pengkoordinasian dan pem binaan pelaksanaan tugas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman 
Modal; 

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
terkait dengan tugas dan fungsi dinas. 

2. Fungsi 
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mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian, 
penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 
strategis, rencana pengembangan penanaman modal, 
pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal, 
Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal 
lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha 
melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan 
kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 
daerah. 

c. Bi dang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal; 
1. Bi dang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal 

b. Sekretariat Dinas; 
1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan 
organisasi di bi dang ketatausahaan melipu ti perencanaan 
dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, 
keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor. 

2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

Sekretariat, meliputi perencanaan dan pelaporan, 
perlengkapan aset, serta keuangan; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan 
Sekretariat meliputi perencanaan dan pelaporan, 
perlengkapan dan aset, serta keuangan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sekretaris 
meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan 
dan aset, serta keuangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan. 



d, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal 

1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 
Informasi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai 
tugas melaksanakan pemantauan realisasi penanaman 
modal berdasarkan sector usaha dan wilayah, 
pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal 
sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 
perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan penanaman modal, 
pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan 
pengolahan data penanaman modal, penyusunan dan 
pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman 
modal lingkup daerah, perencanaan kegiatan promosi 

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan 

rencanaumum, rencana strategis dan rencana 
pengem bangan penanaman modal lingku p daerah 
berdasarkan sector usaha mau pun wilayah. 

b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan 
deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup 
daerah. 

c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman 
modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan 
usaha melalui penanaman modal.antara lain 
meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman 
modal lingku p daerah. 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan f ungsinya. 

4. Bi dang Perencanaan dan Pengem bangan Iklim 
Penanaman Modal terdiri atas: 
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 
b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; 
c. Seksi Pemberdayaan Usaha. 
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b. Pelaksanaan pembinaan danfasilitasi penyelesaian 
permasalahan penanaman modal. 

c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan 
sistem informasi dan pengolahan data penanaman 
modal. 

d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi 
promosi Penanaman Modal lingkup Daerah. 

e. Perencanaan kegiatan promosi Penanaman Modal di 
dalam dan Luar Negeri. 

f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi 
penanaman modal. 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 
Informasi dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas : 
a. Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 
b. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal; 
c. Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan 

Prasarana Promosi Penanaman Modal. 

Modal, 
Modal 

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Informasi dan Promosi Penanaman 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sector usaha dan wilayah dan 
pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman 
modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan 
peraturan perundang- undangan. 

penanaman modal di dalam dan luar negeri, penyusunan 
bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman 
modal. 
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e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Laporan 
La ya nan; 

1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 
Layanan mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, 
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. 

2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 
Layanan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan,pengaduan, kebijakan, 
dan pelaporan layanan; 

b. Perumusan bahan peturijuk teknis penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, 
kebijakan, dan pelaporan layanan; 

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, 
penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan, 
pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan ; 

d. Penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi 
layanan; 

e. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perizinan 
dan nonperizinan; 

f. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, 
kebijakan, dan pelaporan layanan; 

g. pelaksanaan f ungsi lain yang di berikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, 
Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layananterdiri 
atas: 
a. Seksi Pelayanan Perizinana dan Nonperizinan; 
b. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 
c. Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan 

Peningkatan Layanan. 
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No Golongan/Ruang & PHTT Jumlah (orang) 
1 Pembina Tk I, IV /b 1 
2 Pembina, IV /a 2 
3 Pena ta Tk 1, Ill Id 5 
4 Pena ta, 111/ c 6 
5 Penata Muda Tk. I, 111/b 2 
6 Penata Muda, III/a 5 
7 Pengatur Tk. I, 11/d 1 
8 Pengatur, II/ c 1 
9 Pengatur Muda Tk. I, 11/b 2 

10 Pengatur Muda, II/a 4 
11 Juru, 1/c 0 
12 PHTT 6 

Jumlah 35 

1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Sadan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam membantu 
kelancaran tugas-tugas dinas berjumlah :!. 35 orang yang 
terdiri dari: 
a. Pegawai Menurut Golongan/Ruang serta PHTT 

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara 
administrasi maupun operasional OPD Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bombana perlu adanya dukungan sumber daya manusia, 
aset/ sarana dan prasarana yang dimilki, adapun sumber 
daya dimaksud adalah sebagai berikut: 
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2. Sarana dan Prasarana 
Aset tetap sarana dan prasarana yang dimiliki Sadan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas program kegiatan 
adalah sebagai berikut: 

b. Pegawai berdasarkan Eselon, dan tingkat pendidikan 

NO NAMA JABATAN Eselon 
82 

SI 03 SLTA SLTP SD JUMLAH 

1 Kepala Dinas II b - 1 - - - - 1 

2 Sekretaris Ilia - 1 1 - - - - 

3 
Kepala Bidang 

III b 2 1 - - - 3 

4 Subag /Subid IV - 9 - - - - 9 

5 Fungsional - - - - - - - - 

6 Staf I Pelaksana - 8 2 5 - - 15 

- 
7 PHTT / Honorer 3 1 2 - - 6 - 

JUMLAH - 22 4 6 - 0 35 
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Salah satu bentuk pelayanan yang sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah pelayanan 
perizinan investasi yang saat ini disadari atau tidak telah mendapat 
sorotan yang bersifat marginal dari berbagai pihak, oleh karena itu 
Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal dan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara eksplisit 
memberikan jawaban kemudahan dan kesederhanaan untuk 
melaksanakan investasi di daerah dalam upaya memberikan pedoman 
bagi pemberi pelayanan maupun pengguna layanan (masyarakat) 
investasi di daerah, sehingga masing masing pihak mengetahui hak dan 
kewajibannya yang pada gilirannya akan memberikan kejelasan secara 
aplikatif dalam proses pelayanan perizinan investasi di daerah. 

Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan 
Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam kerangka 
pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabu paten Bombana 
sejak berdirinya pada Tahun 2003 telah mulai merintis upaya 
peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada 
masyarakat khususnya dalam hal pelayanan perizinan, hal ini dapat 
dilihat dengan adanya Bagian Ekonomi dan Perizinan yang melekat 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten bombana sebagai salah satu bagian 
penyelenggara pelayanan perizinan yaitu Izin Gangguan / Surat Izin 
tempat usaha, sedangkan jenis perizinan lainnya masih melekat pada 
berbagai instansi tekhnis lainnya. Hal ini belum dapat menyediakan 
dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman l\Iodal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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Indlkator Target Target Renstra OPD Tahun ke- Reallsasl Capalan Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

No. Klnerja Sesual Target Tsrsget Indlkator Tugas & Fungal SPM IKK Lalnnya OPD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
lndeks Pelayanan - 100% 100% 100Yo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Yo 100% 100% 100% 100% 
Publik 

Pencapaian Kinerja Layanan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana 

Tabel 2.3 
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Anua ... r, pad.a Tam.ta ke- RaaJiu.N Anu•,-n pllUla Tahuzt. ke- Ratl!.o &.nUIN R.D•U... ... An&••Nn ~d. Th. l<e- Rata • rata pi,ttumbah.n 
buUbtar Km.•1;1• 

llktn1al Tu.I"•• • P'unaN 
OPD 

20[8 2019 2020 2021 2022 '2018 2019 2020 2021 2022 2018 20[9 2()20 202l 2022 Anggar.au He:ah•asl 

P!:RDAPATAl'f - - - 11.97g OCO D - 2.080235 3500 000.0 3400 0000 3000000 2.600000. 2916047176 # .. 23,11 35,35 31.22 25,04 19,73 10.989160000 
00 879 00 00 000 000 

P!:JIDAP ATAII ASl.I - - - 3.00000000 - 2.080.235. 3.500000.0 3400.000.0 3.000.000 2.600.000 2916.047176 DA!:RAK !PAD) # ## 23,11 87,50 94.44 100.00 100,00 4.440.000 000 
0 879 DO 00 000 000 

1.Al!l-1.Alll 
P!:Jl'DAPATAII DA!:RAK 
TAIIO •AK • 1.RA 

Rl,AIIJA - - - 4.418.297. 54 - 3.257.509 3.827.225.5 4.356.678 7 4.965.435 6.077681 4 503 305882 # ## 98,13 104,81 100,78 112,1$4 125,05 4.053.215 381 
9 847 26 04 710 822 

Rl,AIIJA OPERAS! - - - 482408541 - 3.039102 35754145 4.111.7267 4 728 485. 5.437.756 4.263.773 031 4 178.497.571 # ## 98,00 98,00 98,00 98,00 98,DO 
9 347 26 04 710 567 

Rl,AIIJA XODAl. 218.407 500 258.950.0 295.492 500 339.816 375 390 788 8 218 407 50 251811 DD 258.950 000 256 950 0 639 923 0 100,00 98.00 68.~6 75,61 163,75 300.291.041 324 808311 
00 31 0 o 00 56 

BURPUJS } (D!:nSITI - -- - 7.560 702 45 - (1.177273. (327 225 52 (968 676 70 (1 985435 (3477.681 (1 587 258 706) # ## (20,72) (5,24) (14.09) (26,26) (41,82) 6.935.964 619 
1 968) 6) 4) .710) .622) 

618A t,r;•!K - - P!:KmATAAII - # - 7.560.70~.45 
## (1.177 273 (327 225 52 (008 676 70 (1985435 (34776~1 (20,72) (5,24) (14,09) (26.28) (41,8") 6 935964 619 (1.567.258.706) 

AJl'(;OARAII' (811.PAt 1 968) 6) 4) .710) .622) 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana 

TABEL 2.4. 
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2. Peluang 
Dari hasil monitoring lapangan data inventarisasi 
perizinan di 
beberapa kecamatan khususnya pada bangunan 
sudah ada maupun yang sementara 
mernbangun dinyatakan belum memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (!MB), dan ini merupakan 

Belum optimalnya koordinasi antar instansi teknis 
dalam dalam penyelenggaraan perizman di 
karenakan belum adanya persamaan persepsi 
tentang pelayanan perizinan yang berkonsep pada 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
Cakupan wilayah administrasi di Kabupaten 
Born bana yang 
cukup luas yakni terdiri dari 22 kecamatan 
yang terletak di daratan dan kepulau kabaena. 

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur 
birokrasi 
dalam memahami masalah tahapan / proses 
pelayanan perizinan dan cara penyelenggaraan 
perizinan itu sendiri. 

Masih kurang memadainya sarana dan prasarana 
dalam hal ini 
penggunaan Informasi Teknologi (IT) sebagai 
alat/ media dalam mensosialisasikan program 
pelayanan perizinan untuk dapat dinikmati oleh 
masyarakat. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana 

I. Tantangan 
Kualitas SDM yang masih rendah dalam hal 
memahami konsep 
Pelayanan Prima terhadap masyarakat dan 
konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
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Dengan di daftarkannnya Prolegda tahun 2015 
ten tang 
peningkatan status dari kantor ke badan maka 
dimungkinkan pelayanan perizinan yang akan 
kepada masyarakat dan investor sepen uhnya 
mengacu kepada konsep PTSP dikarenakan amanat 
dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. 

potensi bagi peningkatan PAD dikarenakan laju 
pertumbuhan pembangunan di masyarakat terjadi 
peningkatan. 
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1. Belum adanya persamaan persepsi tentang pelayanan 
perizinan yang berkonsep pada Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) diantara para pemangku kepentingan yang 
berada pada SKPD teknis dilingkup Pemerintah 
Kabupaten Bombana. 

2. Cakupan wilayah Kabupaten Bombana yang cukup 
luas terdiri dari 22 kecamatan, dimana wilayah 
tersebut terdiri dari kepulauan dan daratan dan hal 
ini tidak sebanding dengan jumlah personil/SDM yang 
ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan OPD 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dalam rangka pelayanan perizinan kepada masayarakat 
masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, 
walupun masalah tersebut tidak mengkondorkan niat 
kami dalam melayani masyarakat. Permasalahan tersebut 
an tara lain : 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

BAB Ill 
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Mengacu kepada Visi rencana pembangunan jangka menengah daerah 
(RPJMD) dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017- 
2022, maka dirumuskan Visi DPMPTSP Kabupaten Bombana tahun 
2017-2022 sebagai berikut: 

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 
terpad u satu pin tu di bidang penanaman modal; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsi dinas. 

dan pem binaan pelaksanaan tugas 
satu pintu di bidang penanaman modal; 

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten 
Bombana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten 
Bombana tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagai unsur staf mempunyai tugas 
tu gas mernbantu Bupati melaksanakan koordinasi dan 
menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara 
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, 
keamanan dan kepastian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bombana menyelenggarakan fungsi : 

b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 
terpad u satu pin tu di bidang penanaman modal; 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang 
penanaman modal; 

d. Pengkoordinasian 
pelayanan terpadu 

5. Melarijutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat 
Bombana. 
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Pelayanan Prima di Bidang Perizinan, adalah menerapkan konsep 
mendahulukan kepentingan pelanggan (Customer Minded}, 
Pelayanan dengan sepenuh hati, Pelayanan prima dengan pribadi 
prima, Kalau bisa dipermudah. kenapa harus dipereulit dan 
Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara 
pelayanan perizinan adalah hal yang terpenting. 

Investasi berkelanjutan, adalah penanaman modal secara 
berkelanjutan pada Sektor Swasta untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi dan berdaya saing. Kata "berkelanjutan" 
dimaknai bahwa pengembangan investasi di Kabupaten Bombana 
harus sesuai dengan potensi daerah serta memperhatikan tata 
ruang dan daya dukung lingkungan. Penguatan sistem ekonomi 
yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau usaha yang dilakukan 
oleh rakyat ke banyakan seperti usaha kecil dan menengah. 
Ekonomi kerakyatan dapat pula diartikan sebagai ekonomi 
tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam 
mempertahankan kehid u pannya. 

Aparatur profesional, yaitu Aparatur DPMPTSP Kabupaten 
Bombana yang bisa menunjukan kinerja sesuai harapan 
masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dalam meraih investasi berkelanjutan dan pelayanan 
publik yang prima dan profesional. 

Sejalan dengan Kebijakan dan Strategi dengan mengacu kepada 
Prioritas Nasional dan Daerah serta Rancangan U mum Penanaman 
Modal dan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah 
perencanaan penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten 
Bombana dengan arah perencanaan nasional sehingga sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal. Dengan demikian, yang 

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana mengandung tiga kata kunci sebagai indikator 
penanaman modal, yakni: 

Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP} Kabupaten Bombana adalah : 

"Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Perizinan Untuk 
Meningkatan Iklim Investasi Berkelanjutan Dengan 

Dukungan Aparatur Pro/esional". 

1. VISI 
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RENCANA KERJA 

1. Peningkatan lklim lnvestasi dan lklim Usaha yang berdaya saing 
2. Peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dan 

berkelanp.itan 
REN CANA 

S.TRATEGIS 2017 • 
2022 

APAH KEBIIAKAN 
PENANAMAN ROADMAP RUPM Kabupaten Bombana 2017-2022 

MODAL DAERAH 

1. MISI I( E 2 Melanjutkan Reformasl Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan koncjsi 
pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan 
prinsip·prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good gOJernance) aparat yang memiliki 
kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promos jabatan. 

2. MISI KE 3 Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untukmenciptakan suatu 
sistem perekonomian masyarakat ser.araberimbang dan menguntungkan pada seluruh strata 
ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanan, 
pete makan se rta perikanan/kelaut an se bagai and alan utama. 

ARAH KEBIIAKAN 
DAERAH 

Arah Kebijakan dan Startegi Nasional {RPJMN) 2014·2019: 
1. Peningkatan lklim lnvestasi dan lklim Usaha 
2. Peningkatan yang lnkfusif terutama dari Investor 

ARAH l(E811AKAN 
NASIONAL 

Gambaran arah kebijakan Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dapat dilihat dari gambar berikut: 

menjadi arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bombana 
adalah se bagai beriku t: 

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 
2. Pemrataan Penanaman Modal; 
3. Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; 
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan 

berkelanjutan; 
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 

(UMKMK); 
6. Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Pemberian 

Fasilitas, serta 
7. Promosi Penanaman Modal. 
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Selain itu, iklim berusaha yang kondusif sebab salah-satu 
persyaratan yang menonjol adalah tidak adanya gangguan 
keamanan. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut 
keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang 
jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu 
dipahami baik oleh aparatur DPMPTSP Kabupaten Bombana 
maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan 

Menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di 
Kabupaten Bombana perlu pula didukung dengan promosi yang 
baik dan kualitas penyajian promosi tersebut. Promosi yang 
dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga kepada 
penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan 
langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para 
penanam modal dengan mudah mengetahui apa potensi Kabupaten 
Bombana serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. 
Promosi meru pakan saran a yang sangat baik dalam 
memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bombana. 

Misi-rnisi yang di atas dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten 
Bombana dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari 
perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, 
penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, 
penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Perencanaan bidang 
penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di 
bidang penanaman modal dan lintas Perangkat Daerah. Ini berguna 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 
kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Bombana. 

1. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, 
cepat dan tepat serta transparan. 

2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan melalui 
aparatur profesional dan Pengembangan pelayanan berbasis 
teknologi. 

3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya 
daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan 

4. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya 
saing dan berkualitas. 

Adapun Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut 

2. MISI 
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Upaya dalam pemberian pelayanan penzman prima dengan 
aparatur yang profesional dilaksanakan dengan memberikan 
kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan 
perizinan dan nonperizinan melalui penguatan kelembagaan PTSP 
melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan 
nonperizinan atau menempatkan pejabat pemghubung (Liaison 
Officer/LO) dari masing-masing dinas/instansi di DPMPTSP 
Kabupaten Bombana, Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan 
penyelengggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat 
waktu, Peningkatan kapasitas aparatur PTSP dan perubahan 
mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap serta 
pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi melalui 
SPIPISE dan mendorong penanaman modal/pelaku usaha 
mengajukan aplikasi perizinan secara online dan memanfaatkan 
fasilitas tracking system. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi 
penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali 
(triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah baik di 
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat untuk 
memantau perkembangan penanaman modal di Kabupaten 
Bombana. 

Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi 
lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang 
diharapkan adalah berasal dari Kabupaten Bombana sendiri. Untuk 
itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan 
koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan 
dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing 
akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Bombana akan 
merata dan meningkat. 

tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang 
tindih karena akan menimbulkan keraguan bagi pihak dunia 
usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu 
didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Rencana strategis OPD Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana untuk 5 
tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan 
dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hid up Strategis. Oleh 
karena itu, basil terlaahan RTRW implikasinya terhadap 
kebutuhan pelayanan yang diberikan OPD Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkenaan dengan 

struktur ruang wilayah sebagai berikut: 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah terpilih pada misi 2 adalah "Melanjutkan 
Refonnasi Birokrasi". Dari misi tersebut tujuan yang hendak 
dicapai lima tahun mendatang adalah "Menguatkan Tata Kelola 
Pemerintahan dan Pelayanan Publik". Maka salah satu sasaran 
yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan 

Akuntabel. 
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Hasil Ka Ian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana 
Pola Pengaruh 

Rencana Pola Ruang tndikasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan Lokasi Pengembangan 
No Ruang Pada Periode Ruang terhadap Ruang Saat Perencanaan Berkenaan Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 
lni Pelavanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A Kawasan 

Lin dung 
a. Kawasan a. Penetapan kawasan hutan Peningkatan Kecamatan Rarowatu; 

hutan lindung lindung; partisipasl Kecamatan Rarowatu utara: 
b. Pemantauan dan rnasyarakat Kecamatan Lantaruaya: 

pengendalian kawasan; daiam Kecamatan Mataoleo,Kabaena 
pengelolaan Kepulauan dan Po!eang dan 

c. Pengembalian fungsi administrasi sekitarnya 
lindung dengan rehabilitasi kependudukan 
dan reboisasi; 

d. Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalarn 
pengelolaan kawasan; 

e. Pengembangan pola 
intensif dan disinsentif 
pengelolaan kawasan; dan 

f. Penaawasan. 
b. Kawasan yang a. Penetapan kawasan hutan Peningkatan Seluruh Kecamatan 

rnernberikan lindung; partisipasi 
pertindungan b. Pemantauan dan masyarakat 
terhadap pengendalian kawasan; dalam 
kawasan c. Pengembalian fungsi pengelolaan 
bawahannya lindung dengan rehabilitasi adm inistrasi 

dan reboisasi; kependudukan 
d. Pengembangan partisipasi 

masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan; 

e. Pengembangan pola 
intensif dan disinsentif 
pengelolaan kawasan; dan 

f. Pengawasan. 

c. Kawasan a. Penegakan atu ran garis Peningkatan Mata air di Kecamatan Rumbia; 
pertindungan sempadan sungai, waduk, partisipasi Kecamatan Rumbia Tengah; 
setempat situ, dan rnata ain masyarakat Kecamatan Poleang; Kecamatan 

b. Penetapan batas kawasan dalam Poleang Timur; Kecamatan Rarowatu; 
tindung; pengelo!aan Kecamatan Kabaena; Kecamatan 

c. Penindungan kawasan serta ad min istrasi Kabaena Timur, dan Kecamatan 
peningkatan kuatitasnya; kependudukan Kabaena Baral. 

d. Peng elotaan, 
pemeliharaaan, pelestarian, 
rehabilitasi kawasan 
sempadan sungai, waduk, 
situ, dan mata air, 

e. Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan 

Tabel 3.3 

Selanjutnya, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup 

Srtategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009. KLHS Kabupaten Bombana dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
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Pola Pengaruh 

Rencana Pola Ruang lndikasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan Lokasi Pengembangan No Ruang Pada Perlode Ruang terhadap Ruang Saat Perencanaan Berkenaan Kebutuhan Pelayanan SKPD 
lni Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ~ 
lindung; 

f Pengembangan pola intensif 
dan disinsent~ pengelolaan 
kawasan lindung; 

g. Pengawasan kawasan 
lindung; 

h, Pemeliharaan dan 
Rehabilitasi Sungai di 
bagian hulu; dan 

i. Pemeliharaan dan 
Rehabilitasi di bagian hilir 
DWS; 

j, Pengembangan RTH. 
d. Kawasan a. Penetapan batas kawasan Peningkatan 

suaka atam, lindung; partisipasi 
pel esta rla n b. Perlindungan kawasan serta masyarakat 
alam dan peningkatan kualitasnya; dalam 
cagar bucaya penyelenggaraan c. Pemeliharaan dan administrasi 

pengelolaan Kawasan kependudukan 
Pelestarian Alam; dan 

d. Penetapan dan pengelolaan 
sebagai kawasan cagar 
budaya dan ilmu 
penqetahuan; 

e. Kawasan a. ldentifikasi dan inventarisasi a. Peomgkatan Kawasan rawan banjir berada di 
rawan kawasan- kawasan rawan partislpasl sepanjang tanggul Desa Tongkoseng 
bencana alam bencana secara lebih akurat; rnasyarakat Kee. Tontonunu atau Sepanjnag Sungai 

b. Pemetaan kawasan bencana dalam Poleang. penyelenggara alam; an admlnlstrast 
c. Pengaturan kegiatan kependudukan 

manusia di kawasan rawan b.Penyiapan 
bencana alam; ketersed iaa n 

d. Melakukan upaya untuk penduduk 
mengurangi/ mentiadakan rentan 
resiko bencana alam; administrasi 

e. Melakukan sosialisasi kependudukan 

bencana alam pada 
masyarakat di daerah rawan 
bencana; 

f. Peningkatan kapasitas 
rnasyarakat; 

g. Melakukan pengelolaan dan 
konservasi DAS dan sumber 
daya aimya secara optimal; 

h. Melakukan penguatan 
kelembaqaan mengenai 
kebencanaan; 

i. Penguatan mata 
pencaharian masyarakat di 
daerah rawan bencana; dan 

j Relokasi permukiman pada 
kawasan rawan bencana 

~ Kaw.isan 
Budidava 

a. Kawasan b. Penetapan tata batas Peningkatan Kawasan hutan produksi tetap di 
peruntukan kawasan hutan produksi parfeipasl Poleanq dan sekitarnya, Rarowatu dan 
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Pola Pengaruh 

Rencana Pola Ruang lndtkasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan Lokasi Pengembangan No Ruang Pada Periode Ruang terhadap Ruang Saat Persncanaan Berkenaan Kebutuhan Pelayanan SKPD 
lni Pelavanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
hutan produksi terbatas; masyarakat sekitarnya, Mataoleo dan sekitamya, 

e. Pemanfaatan hutan dalam Kabaena dan sekitamya 
produksi terbatas seeara penyelenggaraan 
lestari; administrasi Kawasan hutan produksi terbatasdi 

d. Penetapan tata batas keperdudukan Keeamatan Matausu, Kee. Rumbia dan 
kawasan hutan produksi; sekitamya, Kee. Rumbia Tengah dan 

e. Rehabilitasi hutan dan sekitamya 
lahan kritis; 

f. Per1indungan dan 
konservasi sumber daya 
hutan dan lahan; 

g. Pembinaan dan penertiban 
lndustri hasil hutan; 

h. Pengembangan hasil hutan 
bukan kayu; 

i. Pengembangan tanaman 
hutan; dan 

j. Peningkatan pemasaran 
hasil produksi. 

b. Kawasan 1. Pengembangan sarana Peningkatan Tanaman pangan, Hortikultura, dan 
peruntukan dan prasarana; partisipasi Perkebunan di seluruh keeamatan 
pertanian 2. Pengembangan masyarakat Kawasan petemakan di wilayah Kab. 

ag roind ustr] dalam Bombana 
3. Pengembangan usaha tani penyelenggaraan 

terpadu berwawasan administrasi 
ag ropol ita n; kependudukan 

4. tnven!arisasi dan 
penetapan lokasi usaha 
petemakan dan kawasan 
sentra produksi ternak; 

5. Penataan dan 
pengendalian lokasi usaha 
petemakan dan kawasan 
sentra produksi temak; 

6. Penggembangan fasilitas 
dan infrastruktur 
pendukung; 

7. Pengembangan pusat 
pengumpul dan distribusi 
petemakan; 

8. Pe ngemba ngan 
perkebunan besar dengan 
perlibatan masyarakat 
sebagai inti dalam pola 
Perkebunan Inti Rakyat 
(PIR); 

9. Peningkatan pemasaran 
hasif produksi; 

10. Pengembangan kawasan 
tanaman tahunan; 

11. Peremajaan dan 
rehabilitasi untuk tanaman 
yang sudah tua; dan 

12. Penyusunan masterplan 
pertanian. 

C. Kawasan a. Pengembanqan infrastruktur; Peningkatan Perikanan budidava kolam air tenanq di 

D 
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Pola Pengaruh 

Rencana Pola Ruang lnd1kasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan Lokasi Pengembangan 
No Ruang Saat Ruang Pada Periode Ruang terhadap Pelayanan SKPD Perencanaan Berkenaan Kebutuhan lni Pelavanan SKPD 
(1) (2) (3) 14) (5) (6) 

peruntukan b. Pengembangan balai benih partisipasi Keeamatan Poleang dan sekitamya, 
perikanan dan pengembangan produksi masyarakat Kee. Lantari Jaya dan Sekitarnya 

ikan (BBPPI); dalam 
c. Pengembangan unit kolam air penyelenggaraan Pengembangan pengolahan perikanan 

deras; adm inistrasi di Keeamatan Poleaang, Rumbia, 
d. pengembangan usaha kependudukan Rumbia Tengah, Masaloka Raya, dan 

pembenihan rakyat (UPR); Kabaena 
e. Pengembangan pasar ikan; 
f. Pengembangan industri 

pengolahan perikanan; 
g. Pengembangan pusat 

pengumpul dan distribusi; dan 
h. Penyusunan rnasterplan 

perikanan. 
d. Kawasan A. Penyusunan penelitian deposit Peningkatan Kee. Rarowatu dan Sekitarnya, 

peruntukan mineral pertambangan; partisipasi Kepulauan Kabaena dan sekitarnya 
pertambangan B. Pengembangan kawasan masyarakat 

pertambangan; dalam 
C. Pemantauan dan penyelenggaraan pengendal ian kawasan us aha 

pertambangan; administrasi 
D. Peningkatan sarana dan kependudukan 

prasarana kawasan 
pertambangan; 

E. Pengembangan ilformasi 
sumber daya mineral dan 
energi; 

F. Peningkatan produk,si dengan 
tetap memperhatikan 
kelestarian lingkungan; 

G. Peningkatan peran serta 
masyarakat; 

H. Pendataan ulang izin 
pertambangan; 

I Reboisasi tanaman; 
J. Pengembangan kegiatan 

pertambangan umu m lainnya; 
dan 

K. Reklamasi lokasi habls 
dilambang untuk digunakan 
komoditi lain. 

e. Kawasan a. Penyusunan masterplan Peningkatan lndustri menengah di Keeamatan 
peruntukan kawasan peruntukkan partisipas i Poleang, Rumbia, dan Kabaena 
industri industrl keel dan mikro; masyarakat 

b. Penyusunan reneana dalam 
penataan kawasan sentra penyelenggaraan 
industri keeil; administrasi 

e. Pengembangan IKM kependudukan 
dengan membentuk sentra 
- sentra produksi; 

d. Peningkatan sistem 
pemasaran: 

e. Pemindahan sebagian 
industri kedalam kawasan 
industri; 

f. Pengembangan klaster- 
kl aster lndustri menengah; 

g. Membuka pe!uang 
sebesar-besamva baai 
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Tabel 3.4 
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS 

Kabupaten Bombana 

Pola Pengaruh 

Rencana Pola Ruang tncrkas: Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan l.okasi Pengembangan No Ruang Pada Periade Ruang terhadap Ruang Saat Perencanaan Berkenaan Kebutuhan Pelayanan SKPD 
lni Pelavanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
industri yang ram ah 
lingkungan; 

h. Menempatkan produk 
usaha pada rest-rest area 
dengan pola kemitraan; 

i. Pengembangan aneka 
produk olahan; dan 

f. Kawasan 1. Penyusunan Rencana 1. Peningkatan Putau Sagori Kabaena. Tabako, dan Pulau 
peruntukan lnduk Pengembangan partisipasi Malangke 
pariwisata Pariwisata Daerah; masyarakat dalam 

2. Penataan dan pengenda!ian penyelenggaraan 
administrasi pembangunan kawasan kependudukan 

obyek wisata; 2.Pengendalian 
3. Tata batas obyek- obyek perpindahan 

wist a; penduduk 
4. Pengembangan satuan 

kawasan wtsata: 
5. Pengembangan obyek 

wisata utama; 
6. Pengkaitan ka!ender wisata 

kabupaten pengadaan 
kegiatan festival gelar seni 
budaya; dan 

7. Peningkatan akomodasi dan 
infrastruktur 

g. Kawasan Perkotaan: 1.Peningkatan Perkotaan: PKW, PKL, PPK 
peruntukan a. Pengembangan dan partisipaai Perdesaan : PPL 
perrnukirnan penataan kawasan; masyarakat 

b. Penyusunan masterplan dalarn 
penyetenggaraan 

pengembangan administrasi 
permukiman; kependudukan. 

c. Monitoring dan evaluasi 2.Peningkatan 
pelaksanaan rnasteiplan pelayanan 
permukiman; pendaftaran 

d. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan 
pembanguan perumahan pencatatan sipil. 

3.Peningkatan baru; pengendalian 
e. Penataan dan rehabilitasi perpindahan 

lingkungan kawasan penduduk 
permukiman kumuh; 

f. Peningkatan penyehatan 
lingkungan permukiman; 

g. Pengembangan prasarana 
dan sarana kawasan cepat 
tumbuh; dan 
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lrnplikasi Catatan bagi 

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS terhadap 
Perumusan 

Program dan 
Pelayanan SKPD 

Kegiatan SKPD 

w (2). @l (!} L5.} 

1. Ketersedia an Air Bers ih Kondisi Hidrologi Peningkatan 
Kabupaten Bombana dibagi partisipasi 
ke dalam dua bagian, yattu masyarakat dalarn 
air permukaan dan air penyelenggaraan 
tanah. Air perrnukaan, administrasi 
dilewati 2 (dua) sungai kependudukan 
besar, yaitu Sungai 
Langkapa dan Sungai 
Lantawonua 

2. Sampah Terjadi peningkatan volume Peningkatan 
sampah/hari dari tahun partisipasi 
2011 hingga saat ini, yaitu masyarakat dalarn 
124,32 m3(2011), 126,32 penyelenggaraan 
m3 (2012), dan 250 ma administrasi 
(2013). Ada peningkatan kependudukan 
yang signifikan pada tahun 
2013. 
Kabupaten Bombana 
memiliki tempat 
pemrosesan akhir sampah 
(TPA) seluas 5,5 Ha 
berlokasi di Desa Lantowua 

Alih Fungsi Lahan Hingga saat ini, konversl Perungkatan 
lahan terbangun semakin partisipasi 
meluas ke daerah yang masyarakat dalarn 
bukan peruntukannya, baik penyelenggaraan 
secara natural ataupun administrasi 
terencana. Semakin tinggi kependudukan 
jumlah penduduk, dlsertal 
dengan kebutuhan ruang 
untuk tempattinggal 
menjadi salah satu 
penyebab konversi lahan. 
Hal ini benmplikasi pada 

4. meningkatnya kerusakan 
llngkungan. 
Penggunaan lahan 
Kabupaten Bombana 
sampai dengan tahun 2011 
terdiri atas lahan pertanian 
seluas 200.490 Ha dengan 
rincian lahan sawah seluas 
11.689 Ha dan lahan 
bukan sawah seluas 
188.801 Ha, sedangkan 
lahan bukan pertanian 
seluas 131.126 Ha 
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2. Pendelegasian sebagaian wewenang kepada kecamatan 
yang dimana 
akses pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ada 
di Kepulauan Kabaena di pemudah yakni dengan cara 
mengeluarkan kebijakan yang berkonsep pada 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 
dimana hal ini sudah layak diterapkan bagi daerah 
daerah yang merniliki wialayah yang cukup luas dan 
terdiri dari kepulauan. Konsep Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) im 
sendiri sudah mengacu pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 Tentang 
Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN). 

1. Menjalankan segala bentuk kewenangan yang telah 
dilimpahkan 
kepada perizinan dalam bi dang perizinan un tuk 
mempermudah pelayanan penzman bagi para 
pengusaha/Investor dalam menginvestasikan 
modalnya di daerah Kabupaten Bombana. 

Adapun isu-isu yang penting untuk segera di wujudkan 
adaiah sebagai berikut: 

3.5. Penetuan lsu-lsu Strategis 
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Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi 
mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat 
memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai 
dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam 
mencapai visi Kabupaten Bombana. 

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka 
Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan misi sebagai 
berikut: 
1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur; 
2. Melanjutkan reformasi birokrasi; 

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kabupaten 
Bombana merupakan salah satu tahapan penting dalam 
penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara 
pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa 
yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Bombana harus 
dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif 
pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan 
program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten 
Bombana. 

Visi Pemerintah Kabupaten Bombana adalah cita --cita 
yang menggambarkan akan dibawah kemana Kabupaten 
Bombana dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari 
kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan 
masyarakat. Adapun visi Kabupaten Bombana adalah 
"Mewujudltan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017- 
2022". 

Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang 
suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam 
rangka mewujudkan visi. Olehnya itu mist merupakan 
penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan 
rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan 
VlSl. 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 
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Indikator 
Target Kinerja Sasaran Tahun ke- 

No. Tujuan Sasaran Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022 

Mewujudkan Meningkatnya Cakupan pelayanan pelayanan pelayanan 
1. prima dalam prima dalam perizinan 100% 100% 100% 100% 100% 

mendukung mendukung sesuai dengan kemudahan 
berinvestasi berinvestasi SOP 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 

Tabel dibawah ini memperlihatkan tujuan, sasaran, dan target 
kinerja jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sesuai 
indikator di atas. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan 
indikator kinerja utama ditunjukkan dalam tabel berikut: 

3. Malanjutkan pembangunan ekonomi; 
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia; 
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat 

Bombana. 
Dari misi Kabupaten Bombana tersebut, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bombana 
masuk dalam Misi 2 "Melanjutkan Reformasi Birokrasi" 
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Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan terse but diatas, perlu menyusun 
dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan 
strategi dan kebijakan pemerintah daerah serta rencana program 

prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan 
Uangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan 
adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai tujuan dan 
sasaran dengan efektif dan efisien. 

Sedangkan dari basil analisis sasaran untuk menentukan 
faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang relevan dan 
valid adalah prasyarat awal bagi penetapan strategi. Oleh karena 
itu dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada 
untuk lima tahun yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menetapkan 

strategi, sebagai berikut : 

BABV 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Dref} Pr,pm.n ~si, Misi, s,,s,mm, Slrafegi, A,./, K,,/,j,ksn & P""fJ""m 

DPMP'TSP.K,,/,upaltn Bombsns. M17 

,~,. · JI '- PT ~-- <~;.& DP u SP BKPM 
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No Tujuan Sasaran Strategi Arab Kebijakan 

1 2 3 4 5 
Mewujudkan Meningkatnya Meningkat 
pelayanan kan 
prima dalam pelayanan standar Meningkatkan layanan pengaduan 1 prima dalam mendukung mendukung kualitas permasalahan perizinan 
kemuadahan berinvestasi pelayanan 
berinvestasi publik 

Penguatan kelembagaan DPMPTSP 
Kabupaten Bombana melalui pelimpahan 
atau pendelegasian kewenangan perizinan 
dan non perizinan dari din as/ instansi 
kepada DPMPTSP Kabupaten Bombana. 

Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur 
dan Penyelenggaraan proses perizinan 
paralel untuk mempersingkat waktu. 

Penyederhanaan pelayanan perizinan dan 
non perizinan sektor - sektor prioritas 
melalui PTSP sebagi prioritas tahap 
pertama, 

Percepatan pemberian perizinan terutama 
di sektor - sektor prioritas. 

Pengembangan Si stem Perizinan Online 
untuk mendukung penyelenggaraan di 
DPMPTSP Ka bu paten Bombana yang 
mudah, cepat, murah dan transparan, 
melalui Pengembangan aplikasi elektronik 
pelayanan perizinan dan non perizinan 
yang dilim pahkan a tau didelegasikan 
kepada DPMPTSP Kabunaten Bombana, 

Penguasaan teknologi Informasi. 

Peningkatan Kapasitas aparatur 
DPMTPSP Kabupaten Bombana, 

Perubahan mindset aparatur menjadi 
problem solver dan lebih tanggap dan 
Perbaikan etos kerja. 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
TABEL 5.1. 

D17!/l P,p;,n,n Vtsi, 'Misi, Sssersn. Stn,t<gi, An,/, Kd,ij.J....n & Progr,,m 

DPMPfSPKel,up;,ten Bomh•n• 2017 
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Meningkat 
kan 
Promosi 
Investasi, Peningkatan kualitas perencanaan Memperba penanaman modal nyak 
Sum her 
dan Jenis 
Investasi 

Penyiapan rencana penanaman modal 
yang terinegrasi antara sektor, ijaminan 
bahan baku, wilayah dan kebutuhan 
infrastruktur, 

Penyiapan informasi usulan proyek- 
proyek prioritas, pengembangan kawasan 
dan infrastruktur prioritas, 

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan 
pusat dan daerah dengan kebijakan pusat 
salah satu upayanya dengan penyusunan 
peta ijalan harmonisasi regulasi terkait 
investasi. 

Deregulasi peraturan yang menghambat 
dan mempersulit dunia usaha untuk 
berinvestasi dan berusaha. 

Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten 
yang dijabarkan ke dalam rencana detail 
tat a ru ang (RDTR) untuk kepastian 
perizinan lokasi usaha dan investasi. 

Pemherian insentif dan fasilitasi investasi 
daerah yang selektif dan transparan. 

Meningkatkan koordinasi dengan BKPM 
RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam 
pembinaan DPMPTSP di Kabupaten 
Bombana. 

Komitmen dalam mendorong 
implementasi roadmap RUPM Kabupaten 
Bombana. 

Penyusunan rekomendasi penghapusan 
peraturan di daerah yang menghambat 
penanaman modal. 

Pendirian Forum Komunikasi Investasi 
Daerah yang beranggotakan lintas 
dinas/ instansi dan lint as pemangku 
kepentingan terkait kebijakan investasi. 

D,efl P"l"'nm Vtsi, 'Misr; S.S,,.nm, Slrai,g,; AnJi Kehjj.lta11 & Prog,,,.m 
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Meningkatkan koordinasi dengan 
dinas/instansi teknis sebagai upaya 
menyajikan data potensi real dan akurat, 

Meningkatkan pemanfaatan kerjasama 
ekonomi regional, sub regional dan antar 
pemerintah daerah yang saling 
menguntungkan melalui kerjasama 
penanaman modal untuk meningkatkan 
daya saing bersama. 

Peningkatan peran U saha Kecil dan 
Menengah (UKM) dalam perekonomian 
melalui kemitraan dengan usaha Besar 
PMA/PMDN. 

Peningkatan citra Bombana sebagai salah 
satu tujuan investasi nasional melalui 
Penguatan Branding Image Investasi 
Kabupaten Bombana. 

Pemetaan Potensi Unggulan Daerah dan 
Penyusunan Rencana Detail Proyek 
Investasi siap Jual (Ready to offer). 

Peningkatan keikutsertaan Kabupaten 
Bombana dalam ajang pertemuan bisnis 
antara pelaku usaha dengan pemerintah 
daerah; 

Pelaksanaan kegiatan promosi secara 
terfokus dan terintegrasi untuk 
memasarkan sektor-sektor prioritas. 

Peningkatan efektifitas strategi dan upaya 
promosi melalui strategi direct and 
indirect selling (Pemasaran Iangsung dan 
tidak Iangsung). 

Pengembangan percepatan 
Program Strategis Nasional. 

investasi 

Penguatan Forum Komunikasi dan 
Konsultasi Investasi antara Pemerintah 
Daerah, Investor dan Masyarakat di 
Kabupaten Bombana. 

Drajl Papai.~ Hsi. ML~; S...<11nm, Strafegi, Araf, Kebjj,,/,an & Program 
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Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan 
sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan 
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bombana. Program adalah kumpulan kegiatan 
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang 
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam 
rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran 
tertentu. Selain itu sesuai dengan perkembangan dan tututan kedepan 
serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. 

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bombana untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan 
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2017-2022 
adalah sebagai berikut ( Tabel 6.1 ): 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VI 
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lodlkator Data Tar""t Kloerja Proaam dao Keraogka Peodaoaao 
Kloerja <:apalao Unit Kerja iodtkat Program Proaam pad a Koodlal Kloerja pada 8KPD Tujuao Ba.saran or dao (Outcome) Taboo Tahuo--1 Tahuo--2 Tahun--3 Tahuo-4 Tahuo-:5 akhlr Perlode Peuaoa:uogja 8uarao Kegiatao dao Awai Reostra 8KPD 

Keglatao Perenc -b 
(output) auaan Tar..ret Ro Taret RP Tarl!et RP Target RP Target Ro Tar""t Rp 

(1) (2) (31 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

A. Ml81: MELAIIJllTKAJI REFORMA81 BIROKRA81 

·- Menguat TCIWUJU Cakupa Program Persenbse 
ltan Tata doya n Penlogkata izin yang 
Kc lo La Pdayan pcleyan a PelaJaoao diterbitkan 
Petnerint an ao Perldnan 
ahan dan Publik perizina 12,2% 82.2:50.0 499.200. :564.000. 628.000. :56:5.000- 2.338.4:50. 
Pelayana llerkual n DO 000 000 000 000 000 
n Publik itas scsuai 

dengan 
SOP 

Peningkatan Persentase 
SumberDaya pemenuhan 
Manusia fasilitas 

peningkatan O,O"k 39,3% - 20,62 100.000.0 24,74 120.000.0 28,9 140.000.0 25,8 125.000.0 100,0 485.000.00 
k.apastas 00 00 00 00 o 
sumbet daya 
manusia 

Pem ben1ukan Jumlah Unit 
Un~ Layanan l.3yanan 

0100/o 25,0% 30.000.00 40.000.00 30,3 50.000 00 27,3 45.000.00 165.000.00 Perizinan Perizinan . 18,18 24,24 100,0 
Pendukung Pendukung 0 0 0 0 0 

lnsenlll Jumlah 
Petugas lnsentif 
Pelayanan Petugas O,CJD/o 51,4% 12.000.00 24.000.00 39,1 36.000.00 21,7 20.000.00 

Pelayanan - 13,04 0 26,09 0 0 0 100,0 92.000.000 

Pengelolaan Jenis izin ( 85 
Aplikasi Jen is 
Pendukung Pellzinan dan 
Pelayan Non Perizman 
Penerbitan I yang o_.CJO/o 42,0% 23,93 105.400.0 24,98 110.000.0 26,1 115.000.0 25,0 110000.0 100,0 440.400.00 
lzin terfayani 00 00 00 00 0 

m~aui 
Aphkas1 
Perizinan 

Pengelolaan Jumlah 
Data Dokumen lzin 

2000000 Perizinan yangterbit 12,5°/o o.css 10.000.00 19,05 19,05 20000.00 28,6 30.00000 23,8 25.000.00 100% 105.000.00 
0 0 0 0 0 0 

TABEL 6.1 
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangltat Daerah Kabupaten Bombana 
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c. 

Penyediaan Jtrnlah 
pengelolaan Lay an an 

ll,6% 36,C0/() 23.200.00 106.600.0 110.000.0 24,2 112.000.0 23,6 110.000.0 100% 462.00000 SIMTAP lnfonnasi 23,12 23,61 
SIMTAP 0 ()() 00 00 ()() 0 

Sosilisasi Jumlah 
Proses Kegiatan 
Pelayanan Sosiatlsasl 19,4% 35.6% 29 050.00 60.000.00 65.000.00 23,3 65.000.00 21,5 60.000.00 100% 279.050.00 Perizinan Proses 0 21,SO 0 23,29 0 0 0 0 Terpadu Pelayanan 

Perizinan 
Survey lndeks Nilai lndeks 
Kepuasan Kepuasan 
Masyarakat Masyarakat 0,(1'/o 99,0% 20,000.00 25.000.00 30,0 30.000.00 25,0 25.000.00 100% 100,000.00 20.00 0 25,00 0 0 0 0 

Monitoring Jumlah 
dan kegiatan 
pengawasan monitoring 
perizinan dan 16,6% 20.000.00 45.000.00 50.000.00 23,6 50.000.00 21,4 45.000.00 100% 210.000.00 

pengawasan 0 21,43 0 23,61 0 0 0 0 
perizlnan 

Program Jumlah nilai 
Perenc:anaan lnvestasi dari 

Pening katan 
PMA dan 
PMON 

lklim 0,0.,. 493.Sl4. 220.000. zas.ooo. 22S.OOO. l.173.Sl4. 
Penanaman - ooo 000 000 000 000 
Modal dan 
Kerjasama 
investasi 
Koordinasi Jumlah 
Kerjasama di kegiatan 
Bidang Koordinasi 
Perencanaan Kerjasama di 
dan lklirn PM bidang 

Perencanaan 0.0% 167.756.0 170.000.0 26.S 165.000.0 25.1 175.000.0 100% 697.756.00 dan lklim PM - 24,04 00 24,36 00 00 00 0 dengan 
instansi 
Pemerintah 
dan Pelaku 
Usaha 

Penyusunan Jtrnlah 
dokumen Ookumen 
inves1asi dan lnvestasi dan 0,0% 325.756.0 50.000.00 10,5 S0.000.00 10,5 50.000.00 100% 475.756.00 
penaman Penanaman - 66,47 ()() 10,51 0 0 0 0 
modal Modal 
T ersusunnya Jumlah 
Regulasi Regulasi 
Terkait Terkail 10.000.00 10.000.00 Snvestasi dan lnvestast dan 6.725.000 0 0 Penanaman Penanaman 
Modal Modal 
Program Jumlah 
Pengendalia Kegiatan 
n Pameran I 0,0.,. 276.S03. 292.000. 306.000. 26S.OOO. l.161.S03. 
Pelaksanaan Promo9i 000 000 000 000 000 
Penanaman lnvestasi dan 

b. 
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Modal dan Pengendalia 
Promosi n 
lnvestasi pelaksanaan 

penanaman 
modal 

Pemantauan, Jumlah 
Pengendalian Pemantauan, 
dan Pengendalian 
Pengawasan dan O,<P/o 24,18 50.080.00 25,11 52.000.00 26,6 55.00000 24,l 50.000.00 100% 207.080.00 
lnvestasi Pengawasan - 0 0 0 0 0 
PMDN/PMA lnvestasi 

PMDN/PMA 
Penyelelengg Jumlah 
araan Pameran/ 0,<1'/u 149.118.00 155.000.0 9,0 158.000.0 8,2 150.000.0 100% 612.118.00 Pamer an Promosi 21,36 0 8,50 00 00 00 0 lnvestasi lnvestasi 
Pengembang Jumlah 
anSistem Sislem 
lnformasi lnformasi 0,0% 35.000.00 40.000,00 98,8 45.000.00 93,8 40.000.00 100% 160.000.00 
Penanaman Penanaman 21,88 0 96,88 0 0 0 0 Modal Modal 

Pembinaan Jumlah 
inl'<>stor/ Kegiatan 
Pelaku Usaha Pembinaan 0,0% 42.305.00 45.000.00 24,7 50.000.00 21,9 45 000.00 100% 182.305.00 lnvestorlpelak 23,21 0 21,91 0 0 0 0 u usahayang 

dibina 
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Adapun indicator kinerja OPD yang telah ditetapkan untuk 
lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 
dapat dilihat pada tabel VII sebagai berikut: 

Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sangat 

erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan 
dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indicator kinerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana sehingga dapat tercapai sesuai yang telah 
ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten. Penetapan indikator 
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana bertujuan untuk menjaga konsistensi dan 
kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana 
strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu 
tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017- 
2022. 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
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lndikator Sesuai Tugas dan Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 
NO awal periode RPJMD PadaAkhir Fungsi SKPD 2017 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Periode RPJM 

A. MISI: Melanjutkan Reformasl Birokrasl 

1 Cakupan pelayanan perizinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sesuai dengan SOP 

Indikator Kinerja Dinas PM dan PTSP Kab. Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

TABELVII 

,----------~-----··-----·-· --- 
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1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan 
program dan kegiatan se bagaimana yang tercantum dalam 
Renstra Tahun 2017-2022 dengan baik dan benar; 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana ini 
hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan 
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal - hal sebagai 
berikut: 

1. Penyusunan Renja OPD dan program kegiatan prioritas; 
2. Penyusuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana 

Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); 
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Peru bahan Anggaran (D PPA). 

Program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD 
Kabupaten Bombana adalah merupakan Program Pemerintah 
Kabupaten Bombana, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bombana adalah merupakan penjabaran program 
RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 2022 yang 
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD). 

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana 
Tahu n 2017-2022 adalah membuat suatu dokumen 
perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi 
pembangunan, tujuan dan sasaran - sasaran strategis yang 
ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan 
arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan 
daerah selama lima tahun ke depan. 

Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022, diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap: 

BAB VIII 

PENUTUP 


